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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan
hidayah-Nya sehingga penyusunan “Perubahan Rencana Strategis 2018 -
2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun® ini dapat
diselesaikan

Perubshan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan l
Informatika periode 2018-2023 meupakan panduan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman
pada RPJMD Tahun 2018-2023, dan sekaligus dimaksudkan untuk
memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapalan
sasaran, agenda pembangunan, misi sarla visi Kabupaten Madiun Tahun
2023 Mengingat hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika
harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi
pada peningkatan kinerja (better performance).

Panyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Madiun ini telah diupayakan sebaik-baiknya namun
masih disadari bahwa hal ini belum sempurna, sehingga dinarapkan saran
sarta masukan untuk memperbaikinya.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-
Nya dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Madiun,
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PENDAHULUAN

11  Latar Belakang

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pencapaian cita-cita
pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
merupakan landasan bagi penyusunan perencanaan dari pusat hingga
daerah. Sebagal implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 menyalakan
bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana sirategis dengan berpedoman
pada RPJMD Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesua dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran. program,
dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Ferangkat Daerah
diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan,
dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki
keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini
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Gambar 1.1Hubungan RPJMD dan Renstra Perangka Daerah dalam Dokumen

Perancanaan dan Penganggaran

Berdasarkan gambar 1.1 diatas terlihat jelas adanya keterkaitan
hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen
yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah Hal
utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah
adalah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang berhubungan dengan
Perangkat Daesrah. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan
ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk
memudahkan menuangkan dalam program kegialan sesua bidang, maka
dturunkaniah melalui Renstra Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat

Daerah disini yang dimaksud adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun

Perubahan Rensira Dinas Komunikas: dan Informatika Kabupaten
Madiun Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindakianjuti Perubahan
RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, penyesuaian program dan
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kegiatan Perangkat Daerah dengan Permendagri No 80 Tahun 2018 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, serta perubahan secara umum adalah Pandemi Covid-19
yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini
masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi baik asumsi terhadap
target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja
daerah dan juga indikator kinera utama daerah maupun perangkat daerah di
Kabupaten Madiun. Dampak dari adanya alokasi anggaran yang harus
direfocusing dan direalokasikan dalam rangka penanganan Covid-19 baik
melalul pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan
penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Savety Nat).

Apabila tidak dilakukan perubahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 akan berdampak
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Rencana
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun adalah
sebagai barikut
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355),

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan,
Pengeiolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4400),

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
anmtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Momor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran MNegara Republk Indonesia Nomar SSB7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679,
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4B33),
Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik indonesia
Momor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 {Covid-18) dan/atau Dalam Rangka Menghadapl Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
4
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Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
a7},

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Pemenntah
Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20086 tentang Pedoman
Pengeiolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menten Dalam Neger Nomor 85 Tahun 2017
Tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian  dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara  Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, seria
TataCara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;,

Peraturan Menten Dalam Negen No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemenntah Berbasis Elekironik (Berta Negara Republik
Indonasia Tahun 2020 Nomor 984

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2008 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E),

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomaor 5 Tahun 2012 tentang Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri Dj;



90, Paraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Frovinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor 5 Sen D)

21, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun,

22 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2018 Tentang
paerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor & Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Madiun,

29 Peraturan Daerah Kabupaten Madun Mo, & Tahun 2021 Teniang
Parubahan Atas Parda No.1 Tahun 2018 tentang Rancana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023;

24 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Madiun,

25 Peraturan Bupati Madiun Memor 81 Tahun 2019 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronk Pemerintahan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Perubahan dimaksudkan sebagai
arahan dan pedoman Dagi Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk
malaksanakan kegiatan sesual dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Untuk itu maksud disusunnya Rensira Parubahan Dinas Komunikasi Dan
informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah sebagai bernkut
1 Memberikan gambaran yang jelas, terural dan ukuran pencapaian
rencana kinerja 5 (ima) tahun kedepan melalui penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Madwn,
5 Memberikan acuan dalam pealaksanaan pertanggungjawaban Pimpinan
dan jajarannya dalam penyslenggaraan tugas pokok dan fungsi pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
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3. Melakukan penyesuaian program dan kagiatan dengan Parmendagn No
g0 Tahun 2019 Tenmtang Kiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

4  Melakukan penyesusian terhadap Program dan Kegiatan barpedoman
sesuai arahan kebijakan daerah dalam rangka penanganan pandemi
covid-19.

5 Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi Dan informatika
untuk memahami, menial arah kebyakan, program dan kegatan
operasional tahunan dalam rentang wakiu lima tahunan,

8, Mengetahul apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna
mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun wakiu satu
sampai fima tahun kedepan

7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-
2023

Adapun lujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Dan
informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 antara lain.

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Komunikasi Dan Informatika yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi
Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5
tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang
diemban Dinas Komunikasi Dan informatika Kabupaten Madiun,

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategl, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan lugas pokoK
dan fungsi Dinas Komunikasi Dan informatika dalam mendukung \isi dan Misi
kepala daerah;

3, Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Uinas
Komunikasi Dan Informatika untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam
pelaksanaan lugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah,




4. Memberikan pedoman bag seluruh aparatur Dinas Komunikasi Dan
Informatika dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Dan
informatika yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah
tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Madiun Tahun 2018-2023 inl disusun Derdasarkan sistemabka sebagal
bkt |

Bab! : Pendahuluan

Pada bab ini dielaskan dasar penyusunan dokumen Rensira
Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
1.4  Latar Balakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
14 Sistematika Panulisan
Bab Il : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini memual informasi tentang peran (lugas dan fungsi) Dinas

Komunikas: Dan Informatika dalam penyslenggaraan urusan pemerintahan
daarah,

2.1  Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
22 Sumber Daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika
23 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun
24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Bab lll : Permasalahan dan isu - Isu Strategis
Pada bab im dikemukakan hasil identifikasi parmasalahan dan isu-
isu strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika.



31 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun

32 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daearah

33 Telashan Renstra Kementrian Komunikasi dan
Informatika dan Renstra Digkominfo Kabupaten Madiun

34 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan lsu - Isu Stratagis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran
Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun beserta
indikator kinerjanya
41 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Madiun
42 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun dalam lima
tahun mandatang

Bab V! : Rencana Program dan kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatf Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun.
Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan indikator kinena Perangkat Daerah yang
sacara langsung menunjukkan kinera yang akan dicapai Dinas
Komunikas: Dan Informatika dalam lima tahun mandatang sebagai
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komitmen uniuk mendukung pencapalan tuuan dan sasaran
pembangunan Kabupaten Madiun.

Bab VIl : Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan dan maksud dan tujuan
panyusunan dokumen Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Madiun.



BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI

2.1  Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2016 merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan
informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Didalam melaksanakan
lugas-tugasnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika,
bidang statistik, dan bidang persandian,

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika,
bidang statistik, dan bidang persandian,

c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang
komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;

d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang komunikasi dan
informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor
13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Madiun Namor & Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana tertuang pada peraturan tersebut
dijelaskan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun meliputi
a. Kepala Dinas;
b. Sekretarial, membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

2) Sub Bagian Keuangan,

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan,
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€. Bidang Statistik, membawahi:

1) Seksi Statistik Bidang Pengumpulan, Pengolah dan Analisis Data;

dan

2) Seksi Statistik Bidang Penyajian Evaluasi dan Pelaporan Data.
d. Bidang Persandian, mambawahi:

1) Seks: Tata Kelola Persandian, dan

2) Seksi Keamanan Persandian;
a. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi:

1) Seksi Kemitraan dan Komunikas: Publik;

2) Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik ; dan

3) Seksi Media Publik.
f Bidang Aplikasi Informatika, membawahi

1) Seksi Tata Kelola dan Ekosistem E-Government,

2) Seksi Pengembangan Aplikasi. dan

3) Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
g. Kelompeck Jabatan Fungsional

Berikut diberikan gambaran tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, adalah sebagai benkut |

a8 HKepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi
dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Sedangkan
Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsinya meliputi
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1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang
komunikasi dan informatika, bidang statistik. dan bidang persandian;

2| Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang komunikasi dan
infarmatika, bidang statistik, dan bidang persandian;dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya

Sekretanat

Sekretarial  mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, aset, panyusunan program, laporan dan
keuangan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sekratanal mempunyai fungsi

1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretanat;
2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang-undangan,
3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang,
4) Pengelolaan dan pelayanan adminisirasi umum,;
5) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
6) Pengelolaan administrasi keuangan,
7) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
8) Pengelolaan aset,
4) Pengelolaan urusan rumah tangga;
10) Pengelolaan kearsipan;
11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan,dan
12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh kepala dinas
sesual dangan ruang lingkup tugas dan fungsinya

Sekretarial terdin atas 3 (biga) Sub Bagian sebagaimana lelah dijelaskan
diatas, dimana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fugas:

1) Menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian |
2} Mengeiola tertib administrasi umum dan kearsipan;




3) Mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan
ketatalaksanaan;

4) Mengelola dan memproses administrasi kepegawaian,

5) Menyslenggarakan urusan ruman tangga dan keprotokolan,

B) Melaksanakan pengelclaan periengkapan dan aset,

7} Melaksanakan monitoning, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan

8) Melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh Sekretaris sesual

dengan ruang lingkup tugasnya
Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

1) Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian
Keuangan,

2) Melaksanakan penatausahaan keuangan,

3) Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk
pembayaran gaj pegawal,

4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian
Keuangan, dan

5] Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretars sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyal tugas:

1) Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian
Penyusunan Program dan Laporan,

2) Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup
Dinas;

3) Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program oan
kegiatan pada lingkup Dinas,

4) Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-
undangan,

5) Melaksanakan manitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian
Penyusunan Program dan Laporan; dan

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretars sasuai
dengan ruang lingkup tugasnya.
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c

Bidang Statistik

Dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas mempunyai tugas
meliputi menyusun kebijakan leknis, merencanakan program,
menyealenggarakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi,
mendesiminasikan ., monitoring, evaluasi dan pelaporan data bidang
statistik sekioral

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Bidang
Statistik mempunyal fungsi, sebagai barikut |

1) Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Statistik;

2) Perumusan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral;

3) Pelaksanaan koordinasi, sinkromisasi , integras;, fasiitas: dan
kerjasama bidang Statistik Sektoral,

4) Peiaksanaan validasi kompilasi Produk Administrasi Data Statistik
Sektoral,

5) Peiaksanaan moniloring, evaluasi dan |laporan pelaksanaan tugas
pada Bigang Statistik, dan

&) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan cleh Kepala Dinas
sesual dengan tugas fungsinya.

Dalam Bidang Statistik sendin membawahi 2 (dua) seksi sebagaimana
telah dijelaskan di atas.

Adapun Seksi Statistik Bidang pengumpulan, pengolahan dan analisis
data, mempunyal tugas:

1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik
sekioral,

2) Menylapkan bahan untuk operasional rencana program,
nventansasi, koordinasi seks: pangumpulan, pengolahan dan
analisis data statistik sektoral,

3) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan lingkup seksi pangumpulan,
pengolahan dan analisis data statistik sektoral




4)

5)

B)

)
8)

9)

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan
dan analisis data statistik sektoral malalui kompilasi, akuisisi maupun
lainnya sesual dengan kebutuhan:

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,
integrasi, fasilitas dengan unit kerja dan atau lembaga terkait dalam
lingkup tugasnya;

Melaksanakan validasi data yang bersumber dan seluruh Organisasi
Perengkat Daerah, Badan Pusat Statistik (Daerah) dan instansi lain
yang terkait dengan pengumpulan data,

Menyusun dan menjaga validitas data statistik sektoral,

Menyiapkan bahan dan melaksanakna monitoring, evaluasi dan
pelaporan terkait tugas pengumpulan, pengolahan dan analisis data
statistik sektoral yang dilaksnakan oleh perangkat daerah;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bidang
sasyal dengan ruang lingkup tugasnya

Sedangkan tugas Seksi Penyaji, evaluasi dan pelaporan data, sebagai
Derikut

1)

2

3)

4)

5}

6)

7)

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kera
pada Seksi Penyaji, Evaluasi dan Pelaporan data statistik sektoral,
menyiapkan bahan unituk operasional, rencana program, norma,
standar, prosedur, kriteria, inventariasi, koordinasi Seksi Penyaji,
evaluasi dan Pelaporan data statistik sektoral,

menyiapkan bahan rumusan kebijakan lingkup Seksi Penyajian,
Evaluasi dan Pelaporan data statistik sektoral;

menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyajian, Evaluas) dan
Pelaporan Data statistik sekioral darl hasil pengumpulan,
pengolahan dan analisisa data statistik sektoral,

menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, Sinkronisasi,
integrase, fasilitasi evaluasi dengan unit keria dan atau lembaga
terkait dalam lingkup lugasnya,

menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan terkail tugas penyajian, evaluasi dan pelaporan data
siatistik saktaral,

melaksanakan tugas — tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bidang.
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d. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik mempunyal tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi

menyusun kebijakan teknis, merencanakan program,
menyelenggarakan, menitoring, evaluasi dan pelaporan lentang
Kemitraan dan Komunikasi Publik, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik serta Media Publik

Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Komunikasi dan Peltayanan Informasi Publik, mempunyai fungsi:

1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi Kemitraan dan
Komunikasi Pubiik, Pengelolaan dan Palayanan Informasi Publik
sarta Media Publik;

2) Penyelenggaraan rencana karja Bidang Informasi dan Komunikas
Publik, melipuh Kemitraan dan Komunikas: Publik, Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik, serta Media Publik;

3] Penyelenggaraan koordinasi, Inlegrasi dan sinkronisasi sesusi
dengan lingkup tugasnya,

4] Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi kemitraan dan
Komunikasi Publik, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik,
serta Media piblik;

5) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesual dangan tugas dan fungsinya.

Sedangkan dalam Bidang Komunikas: dan Informasi Publik membawahi
3 (tiga) Seksl sebagaimana telah dituliskan diatas. Untuk Seksi
Kemitraan Publik dan Komunikasi Publik, mempunyal tugas:

1) Menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerjapada
Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik;

2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kemitraan dan
komunikas: pubiik;
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3)

4

&)

G)

7

B)

9)

10)

Menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga
komunikasi pemerintah;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan
komunikasi publik;

Menatapkan agenda priontas komunikasi Pemerintah Daerah,
pangelolaan konten dan perncanaan media komunikasi publik;
Menyiapkan bahan koordinasi pengelclaan opini publik dan
menyusun hasil kajian isu publik di media;

Penyiapan pengelolaan dan evaluasi penanganan komunikasi krisis,
Melaksanakan analisis data informasi komunikasi public
Melaksanakan monitoring isu public lintas sektoral di media massa
dan media social,

Melaksanakan tugas-iugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuail dengan ruang lingkup tugasnya.

Sedangkan pada Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik,
mempunyal tugas:

1}

2)

3)

4)

3)

6)
7)

8)

9

Menylapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik:
Menylapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan
pelayanan informasi publik,

Menyusun bahan perencanaan, pengumpulan dan pengolahan
informasi publik;

Menylapkan bahan koordinasi hasil pangolahan aduan masyarakat
dengan instansi terkait;

Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di
lingkungan Kabupaten sebagai bahan sajian layanan informasi;
Fasilitas pelaksanaan kegiatan Kominsi Informasi Publik (KIP);
Menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data
informasi publik;

Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan kebijakan dan informasi
publik;

Menyiapkan bahan pengolahan informasifkebijakan nasional dan
daarah;
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10)
1)

12)

Menyiapkan bahan untuk penyebariuasan informasi publik
Menyiapkan bahan strategi komunikasi, melalui media Pemerintah
Daerah dan non Pemerintah Daerah

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sedangkan pada Seksi Media Publik, mempunyai tugas:

1)

2]

3|

4|

3

6|

7l

8]

9

10]
11)

Menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerja pada
Seksi Media Publik;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis media publik;
Meanyiapkan dan pengumpulan bahan perencanaan, pelaksanaan
diseminasi informasi kebijakan melalul media Pemernntah Daerah
dan non Pemerintah Daerah berdasarkan strategi komunikasi;
Menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga
pamantau medialembaga konsumen media;

Menyiapkan bahan koordinas: dan kerjasama dibidang kemitraan
dengan pemangku kepentingan,

Menyiapkan bahan penyusunan kebyakan pengembangan dan
pemberdayaan media publik;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan media publik Pemerintah
Daerah,

Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pemberdayaan media
Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;

Menyiapkan konsep saluran komunikasi/media internal;
Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang media publik; dan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

e Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyal tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi mempunyai
tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program,
menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pefaporan tentang Tata
Kelola Persandian dan Keamanan Informas



Dalam melaksanakan tugas sabagaimana dimaksud diatas, maka Bidang
Parsandian, mampunyai fungsi

2
3

4

5

6)

Penyelenggaraan perumusan kebijakan leknis operasional bidang
Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola
Persandian dan Kemanan Informasi;

Pengembangan Tata Kelola Persandian dan Kemanan Informas:,
Panyelenggaraan rencana kerja bidang Persandian dan Kemanan
informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Kemanan Informasi;
Penyelanggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dangan lingkup tugasnya;

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
bidang Persandian dan Kemanan Informasi, meliput Tata Kelola
Persandian dan Kemanan Informasi

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesual dengan tugas fungsinya,

Pada Bidang Persandian membawahi 2 (dua) Seksi sebagaimana telah
dituliskan diatas, dimana Seksi Tata Kelola Persandlan, mempunyal
tugas

1)

2

3

4

3}

6)

7)

Menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerja pada
Seksi Tata Kelola Persandian;

Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada seksi tata kelola parsandian;

Penyiapan bahan perumusan teknis operasional, monitoring dan
evaluasi pada Seksi Tata Kelota Persandian:

Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seks| Tata Kelola
Persandian,

Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesual dengan
lingkup tugasnya,

Menylapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta
pengolahan data persandian sebagal bahan penyusunan rencana
kegiatan,

Malaksanakan pengawasan dan evaluasl lerhadap pengelolaan
informas! dikecualikan, pengelolaan dan pengembangan sumber
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8

9]

10)

11)

12)

13}

14)

15}
16

17)

daya persandian, operasional pangamanan komunikasi sandi;
Melaksanakan penerimaan, pengiriman, dan penyampaian berita
sandi kepada Kepala Daerah,

Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan
pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian,
Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat
lunak persandian, perangkal keras persandian dan jaringan
komunikas! persandian;

Melaksanakan koordinasi hubungan kKomunikasi sandl antar
parangkat daerah;

Melaksanakan perancangan penatapan pola hubungan komunikasi
sandi antar perangkat daerah;

Manyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian, fasilitas:
dan kerjasama terkait persandian;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan sistem jika terjadi
gangguan operasional persandian;

Meiaksanakan koordinasi kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
Pelaksanaan monitoring, evaluas) dan pelaporan capaan kKinena
Seksi Tata Keiola Persandian

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bidang

Sedangkan Seksi Keamanan Informasi, mempunyai tugas:

1)

2

3]

4

3l

6]

Menyiapkan bahan perancanaan penyusunan program kera pada
Seksi Keamanan Informasi;

Penylapan bahan perumusan teknis operasional, monitorng dan
evaluasl pada Seksi Keamanan Informasi,

Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Keamanan
Iinformas:,

Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesual dengan
lingkup tugasnya,

Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesual dengan
lingkup tugasnya, dan

Pelaksanaan monitonng, evaluasi dan pelaporan capaian kinerna
Seksi Keamanan Informasi;
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7]
Bl

9)

10

11)

12}

13]

14|

15)

16)

17)

18

19)

20]

21}

22

Menyiapkan bahan teknis operasional Seksi Keamanan Informasi;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta
pengolahan basis data Seksi Keamanan Informasi sebaga bahan
penyusunan rencana kegiatan,

Menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi
Keamanan Informasi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi
dan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika,
Melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di
lingkungan pemerintah dasrah;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan security
operation center (S0C) dalam rangka pengamanan infarmasi dan
komunikasi;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan sistem jka tenadi
gangguan operasional keamanan informasi;

Melaksanakan perlindungan keamanan system elektronik seperi
pemanfaatan sertifikat elektronik, jaringan komunikasi sandi, konira
penginderaan, [amming dan lamnya,

Menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan monitoring trafik
elektronik,

Menyiapkan bahan dan melaksanakan Keamanan Informasi pada
sistem alektronik pemerintah;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan Layanan filtering konten
negatif,

Pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan intemel sehat,
kreatif, inovatif dan produktif;

Pelaksanaan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikas
pemerintah;

Melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan
informasi dengan unit terkait;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian mandiri penerapan
system manajemen keamanan Informasi,

Melaksanakan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
Sistem Manajemen Keamanan informasi (SMKI),

Melaksanakan dan memantau hasil audit keamanan informasi:
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f.

23) Melaksanakan pengukuran tingkal kesadaran keamanan infarmasi;

24) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian Kinerja
Seksi Keamanan Informasi,

25] Melaksanakan tugas-lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikas: Informatika mampunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas yang maliputi menyusun kebijakan teknis,
merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan tentang Tata Kelola dan ekosisten E-Government,
Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Bidang
Aplikasi Informatika, mempunyal fungsi.

1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang
Aplikasi Informatika, meliputi pengembangan aplikasi, integrasi dan
interoperabilitas aplikasi, tata kelola aplikasi informatika,

2] Penyelenggaraan rencana kerja bidang Aplikasi Informatika, meliputi
pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas aplikasi, tata
kelola aplikasi informatika,

3) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;

4] Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
bidang Aplikasi Informatika, meliputi pengembarigan aplikasi,
integrasi dan interoperabilitas aplikasi, 1ata kelola aplikasi informatika

5] Melaksanakan tugas-tugas |ainnya yang diberikan cleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas fungsinya.

Sedangkan pada Bidang Aplikasi dan Informatika membawahi 3 (tiga)
seksl sebagaimana telah ditulis diatas.



Seksi Tata kelola dan Ekosistem e-government, mempunyal tugas

1)

2]

3]

4)

3]

6)

7

B

4

10)

11)

12

Menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerja pada
Tata kelola dan Ekosistem e-government;

Menyiapkan dan perumusan kebijakan teknis operasional seksi tata
kelola dan ekosistem e-government,

Menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi tata kelola dan

Ekosistern e-government,

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesual dengan
lingkup tugasnya,

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Tata Kelola
dan ekosistem e-government,

Menyiapkan bahan dan melaksanakan ayanan koordinas: kerjasama
lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah serta non
pemerintah;

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan
pengelolaan serta melaksanakan implementas| e-government dan
smart city,

Mengumpulkan bahan rumusan terpadu implementasi e-government,
Memfasiltiasi peningkatan kapasitas SDM/Aparatur bidang TIK dan
sertifikasi teknis aplikasi informatika ;

Menyiapkan bshan dan melaksanakan layanan peningkatan
kapasitas aparatur dalam pengeloiaan domain, portal dan website
serta menetapkan dan mengubah nama pejabat domain,
menetapkan dan mengubah domain dan sub domain juga
menetapkan tata kelola domain dan sub domain;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan
Government Chuef Information Officer (GCIO), tm kebijakan
Teknologl Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah Kabupaten
Madiun terkait implementasi e-govamment;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan pengembangan
Business Process Re-engineering pelayanan  dilingxungan
pemerintah dan non pemerintah (stakeholder smart city);
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11]

12]

13]

14)

15]

Menyiapakan bahan kebijakan perumusan teknis interoperabilitas/
integrasi sistem informasi,

Menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan pusat Application
Programming Intarfaca (API);

Menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan perbaikan database
aplikasi;

Menyiapkan bahan dan dan melaksanakan sosialisasi integrasi,
interopabilitas dan  imterkoneklivitas layanan  publik dan
pemerintahan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sedangkan pada Seksi Infrastrukiur Janngan Teknologl Informasi dan
Komunikasi (TIK) mempunyai tugas .

1

4

)

4]

3]

6|

7)

8)

Menyiapkan bahan perancanaan penyusunan program kerja pada
Infrastruktur Janngan Teknolog! Informasi dan Komunikasi (TIK),
Menyiapkan dan perumusan kebijakan teknis operasional seks
Infrastruktiur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
Menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi Infrastruktur
Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasl sesual dengan
lingkup tugasnya

Melaksanakan monitoring, evaluas: dan pelaporan seksi Infrastruktur
Jaringan Teknolog Informasi dan Komunikasi {TIK);

Menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi
pengembangan infrastruktur  jaringan TIK dan kegiatan
pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;

Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan bidang infrastrukiur dan
teknolog, Layanan Infrastrukiur dasar, Ruang sarver, Disaster
Recovery Center, fungsi Layanan Akses Intemat dan Intranet, serta
Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah;

Melaksanakan kebijakan bidang infrastrukiur dan teknologi, Layanan
Infrastruktur dasar Ruang server, Disaster Recovery Centér, fungsi
Layanan Akses Intemet dan Intranet serta Layanan Sistem
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13)

14)

15]
16]

Menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, monitonng dan
evaluasi pelaksanaan Smart City,

Meiaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakal dalam
implementasi E-Govemment dan Smart City,

Panetapan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,

Sedangkan pada Seksi Pengembangan Aplikasi di Bidang Aplikasi
Informatika, mempunyai tugas:

1)

2

3)

4]

2]

6]

7|

8]

9

10)

Menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerja pada
Seksi Pengembangan Aplikasi,

Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis operasional
seksi pengembangan aplikasi dan ekosistem e-govemnment |
Menyusun dan melaksanakan rencana kerna seksi pangembangan
aplikasi dan ekosistern e-government;

Melaksankan koordinasi, inltegrasi, sinkronisasi sesual dengan
lingkup tugasnysa

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan  seksi
pengembangan aplikasi dan ekosistem e-government |

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan standarisas: aplikasi genarik,
spesifik dan suplemen bidang pemerintahan dan pelayanan publik
Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen bidang pemerintahan dan pelayanan publik
yang tenntegrasi

Meanyiapkan bahan kocordinasi, bimbingan teknis dan supervisi di
bidang layanan pengembangan generik, spesifik dan suplemean
bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terintegrasi
Menyiapkan bahan, melaksanakan layanan dan pemeliharaan
layanan pengembangan aplkasi Pemerintahan dan pelayanan
publik;

Menyiapkan bahan, melaksanakan |ayanan serta pemaliharaan
layanan interoperabilitas/ integrasi sistem informasi,
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Komunikasi Intra Pemarintah;

9) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi,
Layanan Infrastrukiur dasar Ruang server, Disaster Recovery Center
dan TIK, fungsi Layanan Akses Intermet dan Infranet, serta Layanan

Sistemn Komunikasi Intra Pemarintah;

10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kompilasi data infrastruktur
TIK, SDM can kabijakan Infrastruktur TIK, dan

11] Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Sedangkan strukiur organisasi secara umum pada Dinas Komunikasi dan

Infarmatika Kabupaten Madiun sebagaimana tampak pada gambar berikut

KEPALA DINAS
SEMRETARIAT
KELOMPOK
BT mimkifi
Baibibiag Umum dan Suabibsg Habstsag:
I Farpus=an Paoop
BIDANG STATIETIE MIOAKG INFORBASH DAN BIDANG PERSANDIAN BOANG APLIKAS
FOMUNBAS] PUBLS DN KEAMAMNAN NS T IM
ekl Pangumgulun Sakis Hpmitrnan Oan Selni Tt Kelnla Sl Tutaslot
Fangzishes Dur Komunikasi Publl Persanasan Dan Exoaiatem E-
L il L
Geinn) Pengaiolman
e Pecoympan, Dg= Pebayanan e Gikiml pmmanan Teiam
Evalhuad Chwn irformas Pubkis Informani P anhg ey
Apiikasi
Gakai Medis Pubiik Sehal Infravirubiue
dAaringsn TH

Gambar 2 1Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun
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2.2

221

Sumber Daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Madiun

Sumber Daya Manusia

Pada Bulan Januan 2021, dalam menjalankan tugas dan fungsi di
Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Madiun didukung
dengan sumber daya manusia yang lerdiri atas .

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumiah 43 orang

2. Pegawal kontrak/non ASN sejumlah 17 orang

Adapun gambaran statistik ASN yang ada di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Madiun meliputi
1) Berdasarkan janis kelamin

Aparatur Sipll Negara dengan jenis kelamin laki-laki sejumiah 26
orang atau (61,36%) sedangkan Aparatur Sipil Negara dengan jenis
kelamin perempuan sejumiah 17 orang atau (38 64%)

2) Berdasarkan lingkat pangkat/golongan ruang, dengan sebaran

sebagal barikut |

Golongan (Vic = 1 orang
Golongan Via = 7 orang
Golongan lliid = Borang
Golongan lilfc = 6 orang
Golongan i = B orang
Golongan lilfa = 3 orang
Golongan Ilid = 4 orang
Golongan Iifc = 3 orang
Golongan /b = 2 orang
Golongan lid = 1 orang

3) Berdasarkan tingkat pendidikan yang ada pada ASN Dinas
Komunikas: dan Informatika Kabupaten Madiun, dengan sebaran

sebagai barikut
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v 52 = Borang
v §1 = 21 orang
v D3 =  {orang
v SLTA = 13 orang
¥ SLTP = 1orang

2.2 2 Sarana Prasarana

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun juga diberikan/difasilitasi sarana dan prasarana
dalam mendukung kegiatan kedinasan. Sarana dan prasarana tersebut
sabagaimana pada tabel 2.1 berkut.

Tabel 2.1
Sarana Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun
No Sarana dan Prasana Jumiah | Kondisi
digunakan
1. | Gedung 5 Baik
2. |Ruang Kerja 8 Bak
3. | Mefa/Kursi Kerja 88 Baik
4 | Komputer dan Laplop 196 Baik
& [Kendaraan Operasional Roda 4 5 Balk
6. | Kendaraan Operasional Roda 2 8 Baik
7 | Tower Triangle 17 Baik

23 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan
Informatika
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor & Tahun
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2016 Tertang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun,
maka Dinas Komunikasi Dan Informatika telah menentukan arah kebijakan yang
dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertarial dan
Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan,
Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat pada tabel
dibawah Ini



Pencapaian Kinerja Palayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

Tabel T-C 23
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ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tabel T-C 24
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2. Faktor Ekstarnal
a Kekuatan
1) Partisipasi OPD dalam mendukung kegiatan peningkatan pelayanan
dan keterbukaan informasi publik
2) Teraganya hubungan kemitraan dengan media massa dengan
memberikan pelayanan yang baik agar situas! letap kondusif
3) Pesatnya perkembangan TIK
4) Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyeleanggaraan pamanntahan

b. Kelemahan
1) Terbatasnya pemahaman aparatur masyarakat terhadap TIK
2) Ketersediaan Insfrastruktur TIK yang belum merata
3) Kebutuhan publik akan keterbukaan informas: publik
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetashuan khususnya bidang
teknologi komunikasi dan informasl telah mempengaruni dan membawa
implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat
dalam berbagai bidang Sehingga peran informas: dan komunikasi dalam
aspek kehidupan sekarang ini sangatiah penting, bahkan sebagian besar para
futuristik mempunyal suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan tarpenting
sabagai sumber kekuasaan masa depan adaiah informasi. Selain globalisasi
dan perkembangan bidang leknolog komunikas: dan informasi, agenda
reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan
dampak meningkatnya secara pesat peranan barbagai media komunikas! dan
informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling
efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya
untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat wakiu serita sudah
merupakan kewajiban pemerintah uniuk menyampaikan informasi publik
kepada masyarakal sejalan dengan pengembangan demokratisasi sahingga
terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan good governnance

E-government yang dimaknal sebagal penyelenggaraan pemerintahan
berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik
secara efisien efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara
penyelenggaraan pemerintahan dengan pemantaatan teknclog informasi
melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan
masyarakal. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memeriukan
dukungan ketersediaan informasi yang cepat, lepat, mudah dan akurat Olah
karena ity untuk mendukung kebutuhan tersebut periu mana@men
pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan
infarmasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daeran

Sesual Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Infarmatika Kabupaten Madiun, maka Dinas Kominfo mempuyai mempunyal
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tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewsnangan daeran di bidang komunikas: dan informatika, bidang statistik,

dan bidang persandian dan mempunyai fungsi .

a Perumusan kebljakan daerah di  bidang komunikasi  dan
infarmatika, bidang statistik, dan bidang persandian

b Pelsksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan
infarmatika, bidang statistik, dan bidang persandian

¢ Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian  di
bidang komunikasi dan informatika, bidang  statistik, dan
bidang persandian;

d Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang komunikasi
dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian

e Pelaksanaan fungsi lan yang dibenkan oleh bupati terkai
dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan
informatika mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal
maupun eksternal Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan
organisas| atau berasal dari dalam Perangkat Daerah, sedangkan faktor
ekstarnal adalsh hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Nasional, Provinsi
dan Lembaga atau Instansi diluar organisasi,

Berikut adalah identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.




Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupatan

Madiun

URUSAN

PERMASALAHAN

Komunikasi
dan
informatika

Wk

@~ om

10

Kurangnya tenaga pranata humas, pengelola Website
{Jurnalis) dan Media Center serta Desain Grafis untuk
memanuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat
Belum terselesaikannya ijin IMB LPPL Radio
Masing-masing PPID OPD Pembantu belum
mengakiifkan Website OPD

PPID OPD Pembantu belum menyusun Daftar
Informast Publik (DIP)

KIM yang telah terbentuk bekum membuatl akun
medsos untuk manyabarkan informasi

KIM yang terbentuk belum membuat papan nama KIM
Belum menetapkan petugas/operator Website KIM
Masing admin SP4N-LAPOR masing-masing OPD
tidak maksimal dan tepat wakiu dalam menindaklanjuti
pengaduan

Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah, terkendala
jarak pengguna layanan yang jauh dan luas, sehingga
membutuhkan dana yang besar dan mengakibatkan
target untuk mempunyai jaringan intra pemerintah
yang benar benar lokal sulit terwujud

Kurangnya peran aktif Tim Koordinasi SPBE dan
Perangkat Daerah dalam pelaksanaan avaluasi SPBE
Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya dalam hal
kecukupan data

|
STATISTIK

Dalam penyelenggaraan satu data indoneasia belum
ada pedoman dan senergitas elemen data dari Pusat
dan Provinsl terkait Prinsip Satu Data

Terdapat ego sektoral antar lembaga Pemerintah,
sehingga menghambat proses integrasi data

Belum adanya tenaga ahli /| SDM yang mempunyai
basic iimu statistik guna penyelenggaraan Salu Data
Indonesia

- PERSANDIAN

Kurangnya SDM Persandian dan Pengamanan
Informasi

Pariunya diklat teknis tentang persandian dan
pangamanan informas)
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3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tidak
terlepas dari Visl dan Misi Kabupaten Madiun yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun
Tahun 2018-2023 Adapun Visi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023
‘TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI,SEJAHTERA
DAN BERAKHLAK". Visi ini merupakan dasar pembangunan Kabupaten
Madiun, dan juga menjadi cita-cita yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalul 4 (empat) Misi, yaitu

Misi | © Mewujudkan rasa aman bagl seluruh Masyarakat dan
Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun

Misi Il : Mewujudkan Aparalur Pemeriniah yang profesional untuk
meningkatkan pelayanan publik

Misi Il Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandin berbasis
agrobisnis, agrondustri dan panwisata yang berkelanjutan

Misi IV Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan

Misi V - Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan

meningkatkan kahidupan beragama, manguatkan budaya dan
mengaedepankan kearnfan lokal

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih, terfokus pada Misi ke 2 yaitu * Mewujudkan Aparatur
Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik® dengan
tujuan " meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govemnance)
untuk pelayanan publik” khususnya pada sasaran 3 (tiga) "Meningkatnya
inovasi layanan publik berbasis transformasi digital” dengan indikator “Indeks
SPBE", maka sesual tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan
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Informatika mendukung terhadap terwujudnya sistem pemenntahan berbasis
elsktronik untuk meningkatkan pelayanan publik

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Pemernintah
Kabupaten Madiun tersebut, maka diimplementasikan melalul panyusunan
program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun dalam sebuah dokumen Renstra
Dinas Komunikas: dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun memiliki
keterkaitan dengan Misl ke 2 yaitu Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang
profesional untuk maningkatkan pelayanan publik. Oleh karena iu, Dinas
Komunikas: Dan Informatika Kabupaten Madiun periu mengidentifikasi faktor

penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan
Misi tersabul sebagaimana tenera pada tabel di bawah im

Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi
Dan Informatika terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Madiun

No Misi Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1, | Misi ke 2 - Mewujudkan | a. Struktur Organisasi a. Terbatasnya kualitas
J‘-PIMWWF'MH_ t.mtEh dan hml‘lﬂmw dan kuantitas
yang profisiona yang men umbardaya '
::‘m“”“hu' i mt?mb'm'}“ igeactll :mg hmpi::nnm
ayanan pu ngsi
Dinas Komunikasi profesional
dan Informatika b. Belum optimainya
| b. Adanya Program dan integrasi Sistem
kegiatan yang Informasi dan
| mendukung dalam Database Organisasi
misi ke 2 RPJMD Parangkat Daerah
Kabupatan Madiun ¢. Terbatasnya
¢ Adanya sarana '
prasarana untuk pamahaman aparatur
| deseminasi informasi | TIK
yang mamadaj
d. Partisipasi OPD
dalam mendukiung
keglatan peningkatan
pelayanan dan
ketarbukaan
informasi publik
e Adanya Media Sosial
resmi mifik
Femanntah
Kabupaten Madiun
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Misi Faktor Pendorong Faktor Penghambat

yang mandukung
Desiminasi Informasi
kepada masyarakat
{ Adanya paranan
media massa cetak
dan elektronik yang
cukup basar dalam
manyabarkan
informasi
penyelenggaraan |
pemerintah daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk meniiai keserasian,
keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Madiun dengan Renstra Kementerian Komunikasi
dan Informatika sesual dengan urusan yang menjad kewenangan sarta lugas
dan fungsinya.

Adapun Renstra Kementernan Komunikasi dan Informatika mengacu
pada Visi dan Mis: Presiden dan 7 (tujuh) agenda pnoritas Nasional :

Visi . Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandin, dan
Barkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
MISI

Peningkatan Kualitas Manusia Indoneasia

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandin, dan Berdaya Saing
Pambangunan yang Merata dan Berkeadilan

Mencapa: Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
Panaegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya
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Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektf, dan Terpercaya
Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

7 agenda prioritas Nasional -

1.

Mempearkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bancana, dan
Perubahan Iklim

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformas: Pelayanan
Publik

Tujuan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu

1.

Membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan
akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia.
Mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan
serta mempersiapkan ekosistem digital dan SOM talenta digital.
Memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas pohukhankam melalul
akses informasi dan komunikasi publik.

Dokumen Renstra Dinas Kominfo tentunya harus sinergi dengan Renstra

Kamenterian Kominfo tersebut
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Tabel 3.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Permasalahan Faktor
No Jangka Pelayanan OPD o |
Renstra K/L I Kota
| (1) (2} (2) (4) (8)

1. | Meningkatnya | - Belum optimainya | Sehubungan dengan | - Amanah Peraturan
Cakupan koneks: intermet Kegiatan Pengelolaan Bupat Madiun Nomor
Jaringan Pita transmisi data Jaringan Intra 81 Tahun 2018
Lebar Yang kecapatan inggi Pemerintah, Tentang Sistem

| Cepat Dan terkendala jarak Pemerintahan
Tearangkau penggunaan layanan Berbasis Elektronik
yang jauh dan luas, Pemaerintanan Dasrah
sehingga - Tambahan anggaran
membutubkan dana untuk pembangunan
yang besar dan jaringan intra
mengakibatkan target | pemerintah
| untuk mempunyai - Diskominfo sudah
. jaringan intra memasang jaringan
] pemernntah yang FO di Lingkup Pusat
benar-benar lokal sulit |  Pemerintahan Kab
terwujud Madiun
- Pangembangan fiber
optic pada semua
parangkat daarah
bartahap
menyeasLaikan
kamampuan
anggaran

2. | Meningkatnya | - Rendahnya - Kelompok Informasi | - Komitman yang kuat
Cakupan | pemahaman dan Masyarakat (KIM) dari Diskominfo untuk
Wilayah Yang kompetensi yang baru terbentuk | terus
Tedayani aparatur pengeloia 20 desa/wel dar mengembangkan
Panyiaran komunikasi publik targat 206 desa/kel penyiaran agar
Digital dan komunitas - Kurangnya diseminasi informasi

dalam menyusun kompetansi dan Pamarintah Daearah
manajgmen isu dan kapasitas SDM dapal tersampaikan
strategl komunikasi | penylaran yg kepada masyarakat
publik memiliki sertifikasi

kamampuan khusus |

di bidang panyiaran

dan manajemean su
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Renstra K/L | Kota
dan komunikasi di
saat knsis
- LPPL PUROBOYO
FM yaitu radio milik
Parmenntah
Kabupaten Madiun
yang balum memikiki |.
iZin siaran
Meningkatnya | Tidak memberikan
konektivitas layanan publik di . )
layanan pos bidang pos
Terwujudrya | - Belum optimainya | - Masih rendahnya | - Komitmen yang kuat |
konektivitas jaringan anggaran dalam dari Diskominfo untuk
Neut broadband yang peningkatan pita terus
Gansaration memadai lebar (broadband) mengembangkan dan
Broadband - Kurangnya di Kab. Madiun mawujudkan
Nasional transfer - Terbatasnya SDM infrastruktur E-
knowledge dari iT yang dimikiki Govemment
kameantrian diskominfo
kominfo akan
peranan
pentingya next
generabon
broadband
| nasional |
Meningkatnya | - Perjjinan LPPL | - Radio mulal - LPPL Puroboyo FM
pemanfaatan Puroboyo FM tergaser dengan menjadi salah satu
spekirum yang belum saluran madia meadia untuk
frekuansi radio tarselesalkan sosial barbasis penyebaran
- dan kualitas - Biaya internet informasi Pemerintah
pengelolaan pemalinaraan - Segmentasi radio Daerah kepada
sarana prasarana saat ini masyarakat
sangat rendah kebanyakan
- Sarana dan berumur di atas 35
prasarana yang tahun sehingga
ada katinggalan regenerasi sulit
dimana tarcapal
seharusnya dunia | - Radio tidak menjadi
penyiaran butuh pilihan utama
kecapatan dan hiburan dan
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Renstra K/L I Kota
keandalan informasi
paralatan masyarakat
| - Daya jangkau yang
terbatas dan blaya
pemeliharaan yang
tinggi menjadi
fantangan untuk
barkembang
dimasa depan |
Meningkatnya | - Aplikasijual beli |- Masih terbatasnya | - Melibatkan relawan
pemanfaatan berbasis TIK yang | pelatihan/ TIK dalam pangenalan
tik i sakior bartujuan untuk pembelajaran hiterasi | literasi digital ke
ekonomi pemberdayaan digital di bidang masyarakal
UMKM masih ekonomi UMKM - Membangun aplikasi
dalam tahab sehingga transaksi barbasis digital untuk
pembahasan manggunkaan memfasilitasi kegiatan
- Semangat KiM aplikasi jual beli pemulihan akonomi
dalam digital masih rendah | masyarakat
maningkatkan - Refocusing membuatl | - KIM saat inl sedang
wapasitasnya kegiatan pemerintah | menjadi alternatif
masih rendah didalam mandorong masyarakat untuk
dikarenakan KiM terlibat dan aktif | mendapatikan
keteribatannya di | menggunakan TIK informasi di tingkat
dalam meanjadi sangat lokal yang terpercaya
pemerintahan terhambat
tingkat desa/
kelurahan masih
minim sehingga |
beberapa KIM
tidak krestf dalam |
menggunakan
TIK
Terwujudnya | Belum maksimainya | - Kurangnya - Diskominfo memiliki
masyarakat fasilitas digital soslalisas| kepada wadah komunikasi
yang cerdas diruang publik publik / masyarakat metalul website dan
digita tentang manfaat media sosial lainnya
digitalisasi
informasi dan
layanan
- Kurangnya sarana
dan prasarans




Renstra K/L | Kota
Intermet diruang
publik
Kurang optimainya
platform yang
dipergunakan oleh
pamarintahan yang
sesual dengan
platform yang
tranding
dipergunakan oleh
masyarakal
Dukungan Belum optimainya Masih rendshnya | - Komitmen yang kuat
implementasi | implementasi sinergi antar dari Diskominfo untul
digitalisasi digitalisasi untuk perangkat daerah terus
samua OFD di akan pantingnya mengembangkan dan
kabupaten Madiun implementasi e- mewLjudkan
Govarment infrastruktur E-
| Govemmant
Meningkatnya |- Lemahnya Kurangnya - Adanya media sosial
kualitas koordinasi dan anusiasme alau kil resmi
pengeiolaan supervisi diantara animo masyarakat Femenntah Daarah
Informasi dan OPD yang ada di tarhadap program Kabupaten Madiun
kamunikas: Lingkungan dan kegiatan dari dan LPPL Purcboyo
publik Pemerintah Pemerintah Daerah | FM yang malakukan
Kabupaten Madiun lerkait dengan pola | penyebaran informasi
untuk menyamakan penyebaran atau pemenntah dasrah
Output ataupun diseminasi
Outcome dari informasi dan
kualitas informasi Eomunikasi publik
dan komunikasi dalam mambangun
publik wntuk masyarakat yang
mambangun cerdas melek [T
masyarakat yang dan Madia
melek IT atau Mudahnya
Media terhasut/
- Kurangnya tenaga terprovokasi oheh
jurnalis, pranata informasi atau
humas sana desain komunikasi yang
grafis untuk bersifat mengadu
mamanuhi domba atau yang
informasi yang berbau berita




Sasaran Permasalahan Faktor
No |  Jangka Pelayanan OPD |
Renstra K/IL | Kota
dibutuhkan menyesatkan
masyarakat {(HOAX)
10. | Terwujudnya | - Belum optimainya |- Aplikasi layanan - Sural Menteri

tata kelola tata Kelcla publik yang sangat Fendayagunaan

pemenntahan pemerintahan banyak dan baru ada | Aparatur Negara dan |

yang baik yang baik 7 aplikasi yang Reformasi Birokrasi

- Kurangnya peran | tenntegrasi Nomor:
aktif Tim - Balum diterapkannya | B/227/M KT.03/2021,
Koordinasi SPBE | manajemen SPBE tanggal 15 April 2021,
dan Perangkat serta audnt TIK perhal : Pelaksanaan
Daerah dalam Evaluasi/ Penilaian
pelaksanaan SPBE Tahun 2021
evaluasi SPBE - Paran aktif Tim
Pemarintah Koordinasi SPBE
Kabupaten dalam meneantukan
Madiun arah kebjjakan SPBE
khususnya dalam sarta avaluasi
hal kecukupan terhadap
data pelaksanaan SPBE di
Kabupaten Madiun
- Indek SPBE manjadi
indikator sasaran

RPJMD Kab. Madiun
Amanat dan perbup
no. 81 Tahun 2018
Tentang Sistam
Pemarintahan
Berbasis Elektronik
Pemenntahan Daerah

3.1.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk menilai keserasian,
keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Madiun dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta lugas

dan fungsinya.



Adapun lujuan dari renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Timur adalah:

1. Mewujudkan transparansi Akses Data 3Sektoral dan Keamanan
Informasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam Pelayanan Publik

Tabel 3.1.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan

Sasaran Provinsi
Permasalahan Faktor
Maningkatnya
Akuntabiitas Kinena
Perangkat Daerah
Meningkatnya ~ | 'Kurangnya pemanfaatan | Kurangnya SOM | Kemampuan
Pemanfaatan Teknologi | infrastruktur TIK dalam dalam bidang TIK | integrasi sistam
Informasi dan pengelolaan media pelayanan
Komunikasi daiam komunikasi dan informasi puiblik
Transparansi, Akses, publik di Kabupaten
Imteraktivitas Publik dan | Madiun
layanan infrastruktur di
Jawa Timur
Meningkatnya Dalam penyelenggaraan | Terdapatego | Portal Satu Data
katarsediaan dokumen | satu data Indonesia belum @ sakloral antar Indonesia
statistik yang ada pedoman dan lembaga
terparcaya dan sinergitas elemen data Pemerintah
berkualitas dari pusat dan provinsi sahingga
terkait Prnsip Satu Data meanghambat
ntegrasi data
Meningkatnya Kurangrya pengelolaan | Kurangnya SOM | Peningkatan
Kepatuhan Perangkat | data persandian dan Persandian dan Sarana
| Daerah terhadap keamanan informasi Pengamanan prasarana yang
Kabiakan Keamanan Informasi mendukung
Informasi keamanan
informasi

47




3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesual Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2008 -
2029, Visi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Madiun adalah Terwujudnya
Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah Menuju Kabupaten Madiun
Sejahtera Dengan Berbasis Agro

Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Madiun :

1. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Madiun
Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun
Meningkatkan sarana dan prasaranafinfrastruktur kabupaten yang
menjamin aksesibllitas publik, berwawasan lingkungan dan nyaman

4. Meningkatkan kemampuan dan kemandinan masyarakal Kabupaten
Madiun

5. Mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan optimasi fungsi budidaya
diseluruh wilayah Kabupaten Madiun

6. Meningkatkan akses, kesadaran, partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam
pengembangan wilayah Kabupaten Madiun

7. Mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi serta
peningkatan kerjasama ragional

B. Mewujudkan integrasi program pembangunan yang didukung seluruh
pemangku kepentingan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun adalah mewujudkan
Kabupaten Madiun sebagal kawasan berbasis agro yang didukung oleh
ekowisata uniuk pembangunan vang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan
penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang
wilayah Kabupaten Madiun meliputi -



a. Kebijakan dan strategi penetapan strukiur ruang wilayah

b. Kebijgkan dan strategi penatapan pola ruang wilayah
¢ Kebijakan dan sirateg penetapan kawasan stralegis

Sesuai kewenangannya, maka Dinas Kominfo mendukung pada
Kebijakan dan sirategi penetapan strukiur ruang yaitu kebijakan dan strategi
pengembangan  sistem  jaringan prasarana wilayah, khususnya
pengembangan sistem jaringan telekomunikasi

Kebijgkan pengembangan sistem jaringan telekomunikasl adalah
peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepadsa
masyarakat di Kabupaten Madiun, mefiputi :

a. Mengembangkan dan menyediakan infrastrukiur telekomunikasi yang
berupa jarngan kabe|

b. Mengembangkan dan menyediakan nfrastrukiur telekomunikasi yang
barupa jaringan nirkabal

¢ Mengembangkan dan menyediakan infrastruktur jaringan telekomunikasi
satelit

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi
implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dibandingkan dengan
struktur dan pola ruang yang ada (axisting)

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjad) dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program.

Hasil rumusan isu priontas KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten
Madiun, antara lain

a. Tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan;

b. Partumbuhan ekonomi daerah,
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c. Tingkat pendidikan dan kuaiitas SDM;

d. Peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan masyarakat,

@ Kemiskinan dan kesenjangan,

f Insfrastruktur dasar air bersih dan sanitasi,

g. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

h Ketenagakeriaan (pengangguran dan kesempatan kerja).

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebiakan, rencana, dan/atau program
pembangunan dalam suatu wilayah.

Analisis terhadap dokumen hasil KLHS dituyjukan untuk
mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan yang benmplikasi negatif
terhadap lingkungan hidup. Jika ada maka program dan kegiatan tersebut
periu direvisi agar sesual dengan rekomendasi KLHS.

3.5 Penentuan Isu-lsu Strategis

lsu-su strategis merupakan tantangan yang harus dijawab oleh
Perangkat Daerah agar permasalahan yang besar terkait Tehnologi Informasi,
Keamanan Informasi, dan Statistikbaik berskala nasional, provinsi, kabupaten
dan organisasi dapat diselesalkan sesual kewenangannya

Ada beberapa isu stralegis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan
Iinformatika Kabupaten Madiun antara lain :

1. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Madiun, terdapat isu strategis yang
dihadapi oleh Kabupaten Madiun yang terkait dengan kinefja Dinas
Keminfo yaitu Tata Kelola Pemerintahan belum optimal khususnya pada
sektor pelayanan publik, hal ini dissbabkan cleh sistem mekanisme
pelayanan publik belum berjalan baik serta sistem informasi manajemen
(E-Goverment) pelayanan publik belum terintegrasi

2. Pandemi Covid-19,

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah membawa dampak pada
terbatasnya pergerakan manusia skibat social aistancing dan physical
distancing, sehingga menjadikan teknologl informasi memiliki peranan
yang sangal penting, sekaligus sebagai solusi untuk mangatasi
pembatasan tersebut, diantaranya dalam urusan pemerintahan,
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pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan
ibadah, Dengan diterapkannya teknologi informasi dapat memberikan
efisiensi waktu dan biaya serta tenaga, dan tanpa disadar bahwa
kehidupan manusia saat ini telah memiliki ketergantungan terhadap
teknologi informasi,

Sesual arahan Presiden Joko Widodo bahwa kita harus membajak
momentum pandem| COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagal
upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan bangsa Arahan tersebut direalisasikan dengan
mempercepat agenda transformasi digital nasional metalu 5 (lima)
langkah yaitu mempercepat pembangunan (nfrastrukiur digital dan
penyediaan layanan intemel, mempersiapkan roadmap transformasi
digital di sektor-sektor strategis, mempercepal integrasi pusat data
nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital,
serta menylapkan berbagal regulasi dan skema pembiayaan untuk
mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi
digital yang dicanangkan cleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi
bag pengembangan roadmap Indonesia Digital
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang lebih spesifik dan
terukur yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam jangka wakiu 1 {satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Perangkat Daerah harus konsisten
dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan yang ingin dicapal Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun adalah “Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elaktronik (SPBE) ", dengan indikator “Indeks SPBE"

4.2 SASARAN

Sasaran organisasi merupakan bagian dar proses perencanaan
strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan
perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran
adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan
pencapaian kinerja yang dinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan
dicapal dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu
sacara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka Dinas Komunikasi
dan Informatika menetapkan sasaran “Meningkatnya kualitas layanan publik
berbasis slektronik” dengan indikator sasaran adalah "Persentase aplikasi
layanan publik yang terintegrasi”.
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Tabel T-C 25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2019 - 2023

SaEAIAN

TSI | 18 e 15 K18

Momngkuinys | Fersantase TR48% | 1R0AW | 1730 | 4730%

Gambar __Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Madiun



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka “ Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik”, maka Dinas Komunikasi dan Informatika periu merumuskan
strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan adalah rumusan
perencanaan komprehensif tentang bagaimana Linas Komunikas: dan
Informatika melakukan upaya untuk mencapal tujuan dan sasaran serta target
kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan, Strategi
merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif writuk
mewujudkan tujuan dan sasaran.

Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Iubljahln

VISI: Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandin, Sejahitera

MIsi 2: mmmm
Tujuan Sasaran |

Meningkatkan Sistem Meningkatnya P-anlngmn layanan 1. Pmnuntan rnuurul dan
Pemerintahan Kuglitas  Layanan | publix berbasis elekironik |  standarisasi tata kelola &-
Berbasis Elektronik [Publk  Berbasis | YANG terintegrasi govemment

(SPBE) Elekironik 2. Meningkatkan
' ketersediaan sistem

aplikasi e-govemment

Maningkathan |
sisten pelayanan berbasis
sistem leknologi informasi
Menh:qkllun

pﬂmunfutln TIK
Meningkatkan infrastrukiur

jaringan TIK
Meningkatkan Sarana
prasarana TIK
Meningketkan  kapasitas
SDM bidang TIK
Pembusatan regulasi
taniang pangetolaan
informasi dan komunikasi

o 9 o o R

pubdik

P. Meningkatkan
pemahaman dan
partisipasi masyarakat
dalam ponyeharan
informasd berbasis
elekironik

| 10 Menetapkan kebgakan
urmnim pelayanan informasi

| publik







BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan cleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan daerah Program Perangkat Daerah
merupakan program RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah

Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapalan sasaran pada
suatu program, dan terdiri dan sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manuasia), barang modal
termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya
merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun, ditetapkan berdasar rencana strategis 2018-2023
sebagaimana tabel bankut
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan
Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dan suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan,

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat priontas tertinggl dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daarah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja perangkat daerah (PD) selama ima tahun.

Indikator merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluas
program dan kegiatan organisasi dalam rangka mencapal tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi kepala
Daerah Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Madiun menunjukkan kinerla yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun
mendatang sebagai komitmen uniuk mendukung pencapsian tujuan dan
sasaran RPJMD tahun 2018 - 2023.

Pada akhimya, diharapkan melalul keberadaan dan fungsi Rencana
Strategis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023
ni, penyslenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Madiun dapat berlangsung secara efekiif, efisien dan
optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sasuai dengan
tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
Tahun 2018 - 2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD saperti
tercantum di bawah ini




Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Pemerintah Kabupaten Madiun 2018 - 2023
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BAB VIl
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat
tujuan, sasaran, sirategi, arsh kebijkan, program dan kegiatan Dinas
Komunikasi dan Informatika periode Tahun 2018-2023, disusun mengacu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Madiun Tahun 2018-2023 Rencana Strategis (Renstra) merupakan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023 adalah dokumen perencanaan
strategis yang merupakan penajaman program Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023 dan diharapkan mampu
mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk
menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat dalam mencapal tujuan
dan sasaran serta mendukung terwujudnya visi dan misi Kepaia Daerah.

Perubahan Rencana Sirategis (Rensira) Dinas Komunikasi dan
Informatika ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinera tahunan dan lima tahunan. Pengendalian dan
gvaluasi pelaksanaan program dan kegistan periu dilakukan agar
pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika dapst berjalan efekiif sesuai
dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018 — 2023, semoga dapal
dijadikan pedoman dan mewujudsan tujuan pembangunan Kabupaten
Madiun.
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